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PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

NOMOR 24 TAHUN 2016 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 

PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Arsiparis, dan memperhatikan Surat Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia Nomor HK.01.00/3160/2016 

tanggal 1 Desember 2016, perlu menetapkan Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Arsiparis; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 
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2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang 

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) 

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 

Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5467); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan 

Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4019); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 164); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5258); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 
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tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

12. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang 

Pengelolaan Arsip Statis (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 143); 

13. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 235); 

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1270); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBINAAN 

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS. 
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Pasal 1 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional 

Arsiparis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 

 

Pasal 2 

(1) Keputusan pembebasan sementara bagi Arsiparis yang 

tidak memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan untuk 

kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi 

berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang 

Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya, sejak 

bulan Januari Tahun 2014 sampai dengan Peraturan 

Kepala Badan ini diundangkan, dinyatakan tidak 

berlaku. 

(2) Arsiparis yang dibebaskan sementara berdasarkan 

keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Arsiparis 

dengan menggunakan angka kredit terakhir yang 

dimilikinya.  

 

Pasal 3 

Hasil penilaian prestasi kerja yang telah dilakukan Arsiparis 

sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Arsiparis sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Arsiparis, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/ 

M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan 

Angka Kreditnya, harus sudah selesai ditetapkan paling 

lambat bulan Juli 2017. 
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Pasal 4 

(1) Arsiparis yang telah memenuhi angka kredit yang 

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat 

setingkat lebih tinggi berdasarkan Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/ 

M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis 

dan Angka Kreditnya, dapat diusulkan kenaikan jabatan/ 

pangkatnya. 

(2) Batas akhir penetapan kenaikan jabatan/pangkat 

Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

periode Oktober 2017. 

 

Pasal 5 

(1) Arsiparis yang telah mengumpulkan angka kredit 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tetapi belum 

mencapai jumlah angka kredit yang dipersyaratkan 

untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, 

perolehan angka kreditnya dapat diperhitungkan dan 

diakumulasikan dengan angka kredit hasil konversi 

untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. 

(2) Arsiparis yang telah mengumpulkan angka kredit 

dan/atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan 

untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, 

dapat dinaikkan jabatan/pangkatnya setingkat lebih 

tinggi dari jenjang jabatan/pangkat yang didudukinya.  

(3) Arsiparis yang menduduki jenjang jabatan lebih tinggi 

dari pangkat, golongan ruang yang dimilikinya atau 

memiliki pangkat, golongan ruang lebih tinggi dari 

jabatan yang didudukinya, dan telah ditetapkan 

perolehan angka kreditnya sebelum tanggal 1 Juli 2017, 

penyesuaian dalam jenjang jabatan/pangkat berikutnya 

dilakukan melalui penghitungan angka kredit konversi 

hasil penilaian SKP. 

 

Pasal 6 

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Kepala 

Badan ini, diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh 
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Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia selaku Pimpinan 

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.  

 

Pasal 7 

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, 

ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Arsip 

Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis 

dan Angka Kreditnya, sepanjang mengatur mengenai 

pembinaan kepegawaian dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 8 

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan 

ini, dilampirkan: 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 

2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis; dan  

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang 

Jabatan Fungsional Arsiparis. 

 

Pasal 9 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 23 Desember 2016 

 

KEPALA 

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, 

 

ttd 

 

BIMA HARIA WIBISANA 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 30 Desember 2016 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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